LEMBARAN DAERAH
DJAWA - TENGAH
Seri A 1965 . Nr4

Peraturan-daerah Daerah tingkat I Djawa-Tengah
No. 11 tahun 1964

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG-
ROJONG DAERAH TINGKAT I DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Tingkat 1 Djawa-Tengah tentang
pemungutan opsen atas pokok perseroan
dalam Daerah Tingkat I Djawa-Tengh.

Pasal 1.

Bagi Daerah Tingkat I Djawa-Tengah dipungut sepuluh opsen atas
pokok padjak serseroan menurut kohir jang ditctapkan dalam Daerah

Tingkat I Djawa-Tengah.
Pasal 2.
Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal
pengundangannja dengan daja surut sampai dengan 1 Djanuari 1964,

Diundangkan pada tanggal Scmarang, 16 September 1964.
31 Meci 1965. An,Dewan Perwakilan Rakjat Dacrah
Gubernur Kepala Dacrah Gotong-Rojong Dacrah Tingkat I
Djawa-Tengah, Djawa-Tengah.
Wk. Ketua,
MOCHTAR SOEMARIO
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Peraturan-dacrab ini disoggap telah disahkan berdasarkan pasal 19
ajat (5) Undang-Undang nr 11 Drt. tahun 1957.

Sskretaris Daerah,
M. SOEDLJONO
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PENDJELASAN UMUM

Scbagai salah satu usaha meacmbab peaghasilan dacrah dalam rangha pelakzansan program
%wrdjs Pemeriniah Dusrah, maks desgad perateran-dacreh ini diadakan pemungutan opsen
ates pokik padjak perseroan dulam daeral tingiat 1 Djawa-Teagah jang dipuagut oleh
Negara berdassrican Ordosasasi Padjak Perserosn tabun 1935 (Staatsblad 1925 no. 309 jang
telah beberape kali diubah dan ditambeh).

Dari padjak2 Negara jang Xini telah dipungut opsen berdasarkan Undang-Usdang no. 11
Drt. tahun 1957 tentang pezaturan umum padjak daerah adaleh padjsk kekajaan sadja , jaitu
sebanjak 20% (Peraturan-Dacrah Dacrah tingkat I Djawa-Teagah tentang pemungutan
opsen atas pokok padjak kekajaan tanggal 6 Djanuari 1959. Lembaran Dacrah Djawa-Tengah
tahun 1959 Tambahan Seri A no.5), pemungutan mana dalam tahun 1963 dapat menghasilkan
sedjumiah Rp. 4.5 djuta.

Selain itu masih ada 2 padjak lain lagi dari mana Daerah Tingkat 1 Djawa-Tengah djuga
memungut opsen jakni padjak remah tengga dan padjak verponding masing-masing deagan
Peraturan-Daerah tgl. 6 Djuni 1957 dan tanggal 29 April 1953 (Lembaran Daerah tahun 1958
Tambahan Seri A no. 3 dan tahun 1953 Tambahan Seri A no.2).

Periu kiranja diterangkan disi, bahwa meskipun diantara padjak-padjak daerah, termasuk
opsen atas pokok padjak Negara, jang dapat dipungut olch Dacrah tingkat 1 berdasarkan
pasal 13 Undang-Undang no. 11 Drt. tahun 1957, tidak menjebut opsen atas pokok
padjsk perseroan, namun adanja kata-kata “antara lain® dalam pasal tersebut menundjukkan,
bahwa djumiah djenis padjak jang dapat dipungut oleh Dacrah Tingkat I jang tersebut dalam
pasal 13 itu tidaklah Hmitatiet

)+ Pendjelasan paszl deml pasal
Tiukup djelas.



